
WALYEOTA BAUBAY 
PROVINS]I SULAWES] TENGGARA 

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 

NOMOR : 48 TAHUN 2020 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 

NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

Menimbang 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU 
TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BAUBAU, 

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 28 /KM.7/2020 tentang Tata Cara 
Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan 
Operasional Kesehatan (BOK} Tambahan Gelombang V 
Tahun Anggaran 2020; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, terdapat kebutuhan Alokasi Dana Cadangan 
BOK Tambahan untuk kekurangan pembayaran Insntif 
Tenaga Kesehatan Daerah untuk bulan Maret sampai 
dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2020; 

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan 
Pasal I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KM.7/2020 
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan 
Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional 
Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 
2020, rincian alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan 
Gelombang III Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan 
alokasi bulan maret sampai dengan bulan Desember dan 
dapat dibayarkan sebagai Insentif Tenaga Kesehatan Daerah 
untuk bulan Maret sampai Bulan Desember Tahun Anggaran 
2020; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima atas 
Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 43 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2020;



Mengingat 

10 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan  Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Undang-UndangNomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4120); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601);
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12. 
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14, 

15. 

16. 

17. 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan; 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah danWakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesja Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomeor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 43); 

Peraturan  Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 
tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155}); 

Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing 
Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan 
Jasa dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah Beberapa kali, Terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);



29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 
tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi 
Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

30. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2019 Nomor 3; 

31. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pililhan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran 
Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11); 

32. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau 
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5). 

33. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Baubau Tahun Anggaran 2020 {(Lembaran Daerah Kota 
Baubau Tahun 2020 Nomor 6); 

34. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 19 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2020 Nomor 19). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 43 TAHUN 2020 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 
2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 43 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Baubau Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

(1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 dilaksanakan untuk menjamin Kketersediaan alokasi 

anggaran akibat pelaksanaan penyesuaian postur belanja program dan 

kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas 

peruntukannya yang diterima oleh Pemerintah Baubau setelah penetapan 

Peraturan Daerah tentang Penjabaran Peubahan APBD, penganggaran 

program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan 

Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun Anggaran 2020;



(2) Pendanaan ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 1A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1A 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 

sebagai berikut : 

1. Pendapatan 

a. Semula Rp 864.353.824.231,00 

b. Bertambah /Berkurang Rp 1.844.000.000.00 

Jumlah Pendapatan Rp 866.237.824.231,00 

2. Belanja 

a. Semula Rp 951.544.271.287,33 

b. Bertambah /Berkurang Rp 1.844.000.000.00 

Jumlah Belanja Rp 953.428.271.287,33 

Surplus / (Defisit) Rp (87.190.447.056,33) 

3.A Penerimaan Pembiayaan 

a. Semula Rp 91.420.447.056,33 

b. Bertambah /Berkurang Rp 0,00 

Jumiah Penerimaan Rp 91.420.447.056,33 

4.B Pengeluaran Pembiayaan 

a. Semula Rp 4,230.000.000,33 

b. Bertambah/Berkurang Rp 0.00 

Jumiah Pengeluaran Rp 4,230.000.000,33 
Jumlah Pembiayaan Netto (A-B) Rp 87.190.447.056,33 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan Rp 0,00 

(4) Ketentuan Lampiran I, diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

(5) Ketentuan Lampiran II, diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
peraturan Wali Kota ini.



Pasal I 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, L8 DesemBer 2020 

WALI KOTA BAUBAY, 

Y G 
[ 

A.S. TAMRIN 

Diundangkan di B l%au 
DESEMBE 2020 Pada tanggal, 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, . - 
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